
1/ -*

PERJAHJIA},I KERJASAi*A 
.

A}ITARA
FAKULTAS TEKHIK UHIVERSITAS TADU]"AKO

DAN
PT. CAHAYA DAMAI ELECTRICAL

TEI\ITAilG
KULIAH U*T.'il DAil PEIIIAGAI.IGAT{

NoMoR SlAf ci*13"r 3t lt<s f *tut
NOMOR : 04O/PKS/PT CDE,t/112021

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas buian Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu {1S iuni 2021},
yang bertanda tangan di bawah ini:

l, Dr. Eng. lr. A. Rusdin. ST., MT.,M.Sc, lPM., ASEAN.Eng.: D*kan Fakulias Teknik Universitas
Tadulako, dalam hat ini berii#ak u*luk dan atas nama fAKULTAS IEKNIK UNIVERSITAS
TADULAKO ya*g b+rkedudukan di Kampus Bumi Tadulak* Tr*do ,Ji.Soekamo Hatta Km,$, Ttp,

{0451}45fifi14 422355 Palu-Sulawesi Te*ga*, selanjutnya disebui PIHAK PERTAMA; dan

ll Maria Palimbo*g dalam hai ini berlind=k unluk da* atas nama PT. CAHAYA DAMAI

ELECTRICAL , berkedudukan di Jalan Purnawirawan ll na 35 Kota Palu sqlanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
masing-masing disebut PIHAK

PARA PIHAK terlebih dahuiu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a Bahwa FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TADULAKO selaku PIHAK PERTAMA adalah
Fakultas yang berada dibawah naungan UNIVERSITAS TADULAKO selaku Perguruan Tinggi

Badan Hukum berdasarkan Keputusan Presiden Rl Nomor 36 Tanggal 14 Agustui Tahun 198r
tentang Universitas Negeri Yang Berciiri Sendiri dengan nama Universitas Tadulako yang

mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian,dan Pengaboian
kepada Masyarakat;

b Bahwa PT.CAHAYA DAMAT ELECTR|CAL selaku PIHAK KEDUA adaiah perusahaan yang

melaksanakan kegiatan dalam bidang INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN yang beroperasi dr

Propinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang

berlaku.

c Bahwa PARA PIHAK berkehendak meiakukan Keqa Sama yang saling menguntungkan dan

saling menunjang dalam bidang Pendidikan dan Penelitian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerla

Sama dalam penyelenggaraan Program Siudi Sl Terapan di Fakultas Teknik Universitas Tadulako,
dan sebagai tahap awai dari Kerja Sama tersebut PARA PIHAK setuju untuk membuat Perlanjian
Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
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PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAI{

Peqanjian Keqa Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam

melaksanakan kegiatan kuliah umum dan pemagangan yang didasarkan asas saling membantu

dan saling menriukung sesuai peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program Merdeka Belajar Kampus

Merdeka (MBKM) dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mempercepat tenvujudnya program

sesuai tugas dan fungsi masing-masing,

PASAL 2
RUAI{G LINGKUP

Ruang lingkup Peqanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Kuliah umum

2. Pemagangar:lKerja Praktek

3. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Peqanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam

pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a. Melaksanakan program Kuliah Umum dan Pemagangan Bersama-sama PARA PIHAK

b. Menyiapkan peserta didik untuk peiaksanaan kuliah umum dan pemagangan

c. Menjaga dan melindungi dengan baik peralatan yang digunakan ketika pelaksanaan

kegiatan.

d. Secara Bersama-sama untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah

umum dan pemagangan

(2) PIHAK KEDUA rnempunyai lugas dan tanggung jawab :

Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kuliah umum dan magang

Mernbantu, membimbing serta mengarahkan mahasiswa program magang

Memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan

Secara Bersama-sama untuk melakukarr evaluasi dan memberikan penilaian terhadap
pelaksanaan kegiata* pemagangan

a.

b.

d,



PASAL 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peqanjian Keqa Sama ini dibebankun prd'r"

anggaran PARA PTHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perlanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalaml {satu} kali kegiatan oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat

dipergunakan sebagai laporan pertanggunglawaban dan bahan masukan untuk perencanaan

program selanjutnya.

PASALT

KERAIIASIAAt'l

PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi me*genai hal-hal yang berhubungan

dengan pelaksanaan Perlanjian Keqa Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk

kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Peqanjian Keqlasama ini,

Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi

sebagaimana dimaksud ayat {1} dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa

persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

i1) Peqaniian Keqa Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 {tiga} tahun terhitung mulai tanggai

ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetuji:an PARA

PIHAK.

(2) Perpanjangan Pe(anjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)satu dilakukan 3

(tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perlanjian Kerlasama ini.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Peqanjian Kerja Sama ini sebelum

berakhirnya jangka waktu Perjanlian Kerla Sama sebagaimana dimaksud pada ayat ('1), maka

PIHAK yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK

lainnya, seiambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian l(erjasama ini berakhir.

Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat i3) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya

kegiaian yang sedang ber;alan

(1)

(2)

(3)

,(4]



t1)

t2)

(3)

(4)

(5)

PASAL 9

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan dalam kesepakaian ini kecuali dalam hal ini teqadinya Farce Majeure atau yang

menyebabkan terhentinyaalau tertundanya Perlanjian Kerja Sama ini.

Keadaan Force Majeure iaiah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang

mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut sepefii pada

gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan. badai, sabctase, huru hara, pemogokan dan

adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Ke(a Sama ini

Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure yang dialami oleh salah satu pihak harus

diberiiahukan kepada pihak yang tidak mengalami Force Majeure paling lambat 7 (tujuh) hari

kelender sejak teqadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan

keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang.

Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3),

mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa Farce Majeure berhak untuk tidak

mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut,

Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami Farce Majeure

bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami Force Majeure

Pasal 10

ADENDUKUAMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerla Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan
persetujuan PARA PIHAK yang diluangkan dalam suatu Adendum danlatau Amandemen dan

merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjan;ian Kerja Sama ini,

\ (1)

(2)

PASAI 11

PENUTUP

Perubahan atas Perlanjian Kerjasama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan terlulis
PARA PIHAK.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peqanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peryanjian Kerla Sama ini.

Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3)



Perjanjian Ker.iasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk PIHAK PERTAMA, satu untuk PIHAK KEDUA dan

berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAIT PERTiilN
FA1TULTAS T=KI*IIT

UI*IYERSITAS TADULAI{O <
I

PIHAK KEDUA
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